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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1742/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pupe Nilasari Binti Agus Suyono,  umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan  Swasta,  bertempat  kediaman  di  Dusun

Ngembul  RT.019  RW.  005  Desa  Jombok  Kecamatan

Ngantang  Kabupaten  Malang,  selanjutnya  disebut

sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan memeriksa

bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten

Malang dengan register perkara Nomor 1742/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 13

Oktober 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

   a. Ayah Pemohon

   Nama               : Agus Suyono

   Tanggal lahir      : 45 tahun, agama Islam;

   Pekerjaan          : Swasta

   Tempat kediaman di : Dusun Winangsri RT.011 RW. 002 Desa Purworejo

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

   Ibu Pemohon

   Nama               : Mita Purtiwi Binti Dra'i

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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   Umur               : 48 tahun, agama Islam;

   Pekerjaan          : Peternak

   Tempat kediaman di : Dusun  Ngembul  RT.019  RW.  005  Desa  Jombok

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

2. Pemohon  hendak  melangsungkan  pernikahan  dengan  calon  suami

Pemohon; 

   Nama               : Rachmad Fauzan Bin Sukar Martareja

   Umur               : 26 tahun, agama Islam;

   Pekerjaan          : Karyawan Swasta;

   Status perkawinan  : jejaka dalam usia 26 tahun;

   Tempat kediaman di : Dusun  Bedahan  RT.008  RW.  002  Kelurahan

Pabuwaranmekar  Kecamatan  Cibinong  Kabupaten

Bogor

 dihadapan   Pegawai  Pencatat  Nikah   pada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Ngantang  Kabupaten Malang

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon,

yang bernama: Agus Suyono.

4. Bahwa  hubungan  antara  Pemohon  dan  calon  suami  Pemohon  tersebut

sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung

selama 1 tahun;

5. Bahwa  selama  ini  keluarga  calon  suami  Pemohon,  telah  sama-sama

mengetahui  hubungan  cinta  kasih  antara  Pemohon  dan  calon  suami

Pemohon  tersebut.  Bahkan  calon  suami  Pemohon  telah  meminang

Pemohon 3 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan

Tanpa diketahui alasan dengan jelas;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali

nikah  Pemohon  agar  menerima  pinangan  dan  selanjutnya  menikahkan

Pemohon  dan  calon  suami  Pemohon  tersebut,  akan  tetapi  wali  nikah

Pemohon tetap pada pendiriannya;

7. Pemohon  berpendapat  bahwa  penolakan  wali  nikah  Pemohon  tersebut

tidak berdasarkan hukum,oleh karena itu Pemohon tetap bertekad  bulat
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untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami  Pemohon dengan

alasan:

a. Pemohon  telah  dewasa  dan  telah  siap  menjadi  seorang  istri,

begitupula calon suami Pemohon, telah dewasa dan telah siap untuk

menjadi  seorang  suami  serta  sudah  mempunyai  pekerjaan  dengan

penghasilan 10.000.000,-  (sepuluh juta) setiap bulan;

b. Pemohon  dan  calon  suami  Pemohon  telah  memenuhi  syarat-

syarat  dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik

menurut  ketentuan  Hukum  Islam   maupun  peraturan  Perundang-

undangan yang berlaku; 

c. Pemohon sangat kuatir apabila antara Pemohon dan calon suami

Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan

dengan ketentuan Hukum Islam;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  Pemohon  mohon   agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  memanggil  wali  nikah  Pemohon,

kemudian  memeriksa  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  penetapan  yang

amarnya berbunyi sebagai beriku :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama  adalah wali adhal;     

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa,  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  wali  Pemohon  tidak  hadir  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

kuasa/wakilnya,  dan  telah  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut  karena  Wali

Pemohon tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih

bersabar  untuk  menempuh  dan  melakukan  upaya  pendekatan  kepada  wali

nikahnya dengan cara yang baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa  kemudian  Pemohon memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk

mencabut  perkara  Nomor  1742/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg tersebut  dan  mohon

penetapan;
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Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  maka  ditunjuk

segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara

ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  pada

pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan

Pemohon  beragama  Islam,  oleh  karena  itu  berdasarkan  Pasal  49  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.  Pasal  23  Kompilasi  Hukum Islam,  maka

Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  serta  memutus

perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  dalam  permohonan  Pemohon,  domisili  Pemohon

berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini

merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam

berita acara persidangan tanggal 22 Oktober 2020 ternyata  Pemohon mohon

diperkenankan mencabut perkaranya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  permusyawaratannya  telah

sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena  permohonan Pemohon dicabut,  maka

Majelis  Hakim  perlu  memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama

Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register

perkara  yang  bersangkutan,  hal  yang  demikian  untuk  tertibnya  administrasi

peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73,

dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang  bahwa  tentang  petitum  permohonan  Pemohon  nomor  3,

Majelis  Hakim  hakim  berpendapat  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  Ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-
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Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,

maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  Pencabutan  perkara  Nomor  :

1742/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;

2. Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara  tersebut

dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu  rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.

M. NURKHAN, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. dan H.

SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum  pada hari itu juga,  dengan

dibantu oleh  HERA NURDIANA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan

dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. Drs. M. NURKHAN, S.H.

Hakim Anggota II,
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H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.
Panitera Pengganti,

                         

HERA NURDIANA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 501.000,-
(lima ratus satu ribu rupiah)
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